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SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP)

TAHUN 2011 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan, berdasarkan skala geografis, rencana
kehutanan meliputi rencana kehutanan tingkat nasional,
rencana kehutanan tingkat provinsi, dan rencana
kehutanan tingkat kabupaten;

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan = sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011-2030; '

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106};

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sechagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);



10.

11.

-2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut -
II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 460);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut - II /
2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) tahun 2011 - 2030;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN

(1)

(2)

TINGKAT PROVINSI (RKTP) TAHUN 2011 - 2030.

Pasal 1

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi berisi arahan arahan pengurusan
hutan kedepan untuk dapat mengembalikan potensi multi fungsi dari
hutan dan kawasan hutan serta pemanfaatannya secara lestari bagi
kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya rakyat Kalimantan Timur,
serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan
pemeliharaan lingkungan global.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011- 2030 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011- 2030 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam:

a.

b.
C.

penyusunan Rencana makro yang cakupannya lebih rendah
penyelenggaraan Kehutanan (5 tahunan dan tahunan);

penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;

rencana Pengelolaan Hutan ditingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
daerah:

penyusunan Rencana (Strategi dan Rencana Satuan Kerja Perangkat
Daerah);

penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; dan
pengendalian kegiatan pembangunan Kehutanan Daerah.

Pasal 3

Instansi/Unit/pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan wajib
menyusun rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d.



Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua peraturan atau

keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV, KALTIM
KEPALA B HUKUM,

H. SUROTO, 8.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006



